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RINGKASAN 

 

Tesis ini merupakan penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum bagi 

penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli serta 

tanggung jawab notaris terhadap kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa penyandang disabilitas di 

Indonesia, meskipun telah diakui secara hukum sebagai subjek hukum yang 

memiliki kedudukan setara dengan warga negara lainnya, masih sering menghadapi 

diskriminasi dan hambatan struktural dalam praktik perjanjian dan perbuatan 

hukum. Paradigma hukum yang ada, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sering kali menganggap penyandang 

disabilitas tertentu sebagai individu yang tidak cakap hukum, sehingga membatasi 

hak-hak mereka dalam membuat perjanjian tanpa melalui wali atau pengampu. 

 

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Namun dalam praktiknya, penyandang disabilitas kerap mengalami perlakuan 

diskriminatif, khususnya ketika mereka hendak melakukan perjanjian yang sah 

secara hukum. Pergeseran paradigma dari istilah “penyandang cacat” menjadi 

“penyandang disabilitas” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan sistem hukum yang 

lebih inklusif. Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu: (1) 

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam 

pembuatan perjanjian pengikatan jual beli agar tetap menjamin kesetaraan hak dan 

kepastian hukum? (2) Bagaimana tanggung jawab notaris selaku pihak ketiga 

terhadap kesalahan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli kepada 

penyandang disabilitas? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, serta 

menggali bentuk tanggung jawab notaris dalam menjamin perlindungan hak-hak 

mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari 

bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHPerdata, UU Penyandang Disabilitas, 

UU Jabatan Notaris (UUJN), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-

XX/2022. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, 
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jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier 

sebagai pendukung analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

yuridis kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu 

hukum yang dikaji. 

 

Penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan setara 

dengan individu lainnya. Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas 

mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang memiliki 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi melalui 

UU Nomor 19 Tahun 2011 mempertegas pengakuan terhadap hak-hak penyandang 

disabilitas, termasuk hak untuk membuat perjanjian dan melakukan tindakan 

hukum lainnya. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas meliputi dua 

bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Salah satu 

perkembangan penting yang memperkuat perlindungan hukum ini adalah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Putusan ini menyatakan bahwa 

Pasal 433 KUHPerdata yang menempatkan penyandang disabilitas mental dan/atau 

intelektual di bawah pengampuan secara otomatis adalah bertentangan dengan 

UUD 1945. Mahkamah menegaskan bahwa kecakapan hukum penyandang 

disabilitas harus dinilai secara individual dan proporsional, bukan melalui 

generalisasi. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas 

untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya harus diberikan hak penuh 

untuk membuat perjanjian. Dalam konteks perjanjian pengikatan jual beli, peran 

notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas 

memahami isi perjanjian yang dibuat, tidak berada di bawah tekanan atau 

manipulasi pihak lain, serta memperoleh hak-hak yang sama dengan pihak lainnya. 

Pendekatan inklusif seperti penyediaan akta dalam format Braille atau penggunaan 

juru bahasa isyarat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran 

hak. 

 

Notaris sebagai pejabat publik yang berkewajiban menjamin keabsahan dan 

keadilan dalam pembuatan akta perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan hukum para pihak. 

Notaris harus memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menghadap 

memiliki kapasitas hukum yang cukup, serta memahami sepenuhnya konsekuensi 

dari perjanjian yang dibuat. Jika notaris lalai dalam menjalankan kewajibannya, 

maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata, Pidana, dan 

Administratif. Selain itu, notaris juga harus mengantisipasi potensi konflik dengan 

pihak ketiga yang dapat merugikan penyandang disabilitas, seperti penyusunan 

klausula perjanjian yang tidak adil atau tidak transparan. Oleh karena itu, 
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kompetensi notaris dalam memahami hukum yang melindungi penyandang 

disabilitas sangat penting untuk menjamin aksesibilitas dan kesetaraan dalam 

praktik kenotariatan. 

 

Penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang cakap untuk 

membuat perjanjian sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan 

sebaliknya. Reformasi sistem pengampuan dan penerapan prinsip supported 

decision making menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi aktif 

penyandang disabilitas dalam perjanjian. Notaris harus berperan aktif dalam 

memberikan layanan hukum yang inklusif dan aksesibel sebagai bagian dari upaya 

perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan 

beberapa hal, antara lain perlunya harmonisasi antara KUHPerdata, UU 

Penyandang Disabilitas, dan Putusan MK agar lebih menjamin kesetaraan hak 

penyandang disabilitas dalam praktik hukum. Selain itu, pelatihan bagi notaris 

tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu ditingkatkan, serta 

perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas 

sebagai subjek hukum yang penuh. 
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ABSTRAK 

 

 

Kata Kunci: Perbuatan Hukum, Penyandang Disabilitas, Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi 

penyandang disabilitas agar tetap menjamin kesetaraan hak dan kepastian hukum, 

serta mengkaji tanggung jawab notaris atas kesalahan dalam pembuatan perjanjian 

tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum 

diperoleh melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti 

UUD 1945, KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Selain 

itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat 

para ahli. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang cakap membuat 

perjanjian selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.  

2. Notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab penting untuk 

memastikan setiap pihak cakap hukum dan mendapatkan hak yang setara dalam 

pembuatan perjanjian. Apabila terjadi kesalahan, notaris dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif.  

3. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan praktik notariat 

yang lebih inklusif, termasuk penyediaan format akta yang ramah bagi 

penyandang disabilitas. 
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Legal Acts, Persons with Disabilities, Sale and Purchase Agreements 

 

This study aims to analyze the forms of legal protection for persons with disabilities 

to ensure equal rights and legal certainty, and to examine the responsibility of 

notaries for errors in the drafting of such agreements. This research uses a type of 

normative legal research with a legislative and conceptual approach. Legal 

materials are obtained through literature studies with qualitative analysis. This 

research utilizes primary legal materials in the form of laws and regulations, such 

as the 1945 Constitution, the Civil Code, Law Number 8 of 2016 concerning 

Persons with Disabilities, and Constitutional Court Decision Number 93/PUU-

XX/2022. Secondary legal materials, including legal literature and expert opinions, 

were also utilized. 

 

The research findings indicate that: 

1. Persons with disabilities are still recognized as legally competent persons 

capable of making contracts unless a court decision states otherwise.  

2. As public officials, notaries have a crucial responsibility to ensure that all 

parties are legally competent and have equal rights in making contracts. If 

errors occur, notaries can be held liable under civil, criminal, and 

administrative law.  

3. This research recommends strengthening regulations and making notarial 

practices more inclusive, including the provision of disability-friendly deed 

formats. 
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